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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NOMOR  03/DAGLU/PER/01/2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

EKSPOR BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan
ekspor Batubara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, perlu mengatur
petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi atau penelusuran
teknis ekspor batubara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor
Batubara;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021
tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang

Perdagangan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 275);
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6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022

Menetapkan :

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 499);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita N egara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR
NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR
BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat
diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen atau pelaku usaha.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah
pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum, yang melakukan Ekspor.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang
terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah
bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan
kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya.

Eksportir Terdaftar yang selanjutnya disingkat ET adalah
Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa bukti pendaftaran
Eksportir.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang
selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara
pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia
untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah
izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut
IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di
wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang
diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut,
dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah
izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah
selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara.
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Operasi  Produksi adalah tahapan  kegiatan Usaha
Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan
dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi
untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas
Ekspor.

Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat E-PNBP adalah sistem informasi yang digunakan
sebagai alat hitung atas kewajiban PNBP yang bersifat self
assessment.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya
disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau
penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui Modul
Penerimaan Negara atau sistem penerimaan negara yang
dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Report of Sampling and Analysis yang selanjutnya disingkat RoA
adalah laporan analisa pendahuluan yang mengandung
informasi kualitas Batubara yang sampelnya diambil sendiri
oleh Surveyor di stockpile.

Certificate of Sampling and Analysis yang selanjutnya disingkat
CoA adalah laporan analisa final yang mengandung informasi
kualitas Batubara yang sampelnya diambil sendiri oleh
Surveyor pada saat proses pemuatan barang ke dalam alat
angkut.

Certificate of Weight yang selanjutnya disingkat CoW adalah
laporan final hasil penentuan jumlah Batubara yang akan
diekspor.

Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah
dokumen yang berisi data dan informasi hasil kegiatan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu
yang dilakukan oleh Surveyor, dan menyatakan bahwa Barang
Ekspor yang diverifikasi telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perdagangan.

Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya
disingkat SINSW adalah sistem elektronik  yang
mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan
proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen
kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen
kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang
terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin
keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan
proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu
perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan
secara online melalui portal https://inatrade.kemendag.go.id.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan.




(2)

(3)

(5)

(6)

(1)

Pasal 2
Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan
dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Ekspor, wajib dilakukan Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Ekspor sebelum, pada saat, dan/atau
setelah muat Barang di dalam negeri.
Muat Barang di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pemuatan Batubara ke atas kapal (loading)
dan/atau ke peti kemas (stuffing).
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah
ditetapkan oleh Menteri.
Terhadap Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor berhak
mendapatkan imbalan jasa yang besarannya ditentukan
dengan mempertimbangkan asas manfaat.
Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
komponen biaya tetap dan komponen biaya tidak tetap.
Komponen biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi:
a. biaya personel; dan
b. biaya fasilitas kerja.
Komponen biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling sedikit meliputi:
a. biaya operasional pemeriksaan fisik Barang;
b. biaya alat kerja; dan
c. biaya tidak tetap lainnya.

Pasal 3

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor
berdasarkan permohonan Eksportir kepada Surveyor secara
elektronik melalui SINSW dengan menggunakan hak akses
perizinan berusaha di bidang Ekspor yang telah dimiliki oleh
Eksportir.

Untuk dapat melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis
Ekspor Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Surveyor harus memiliki sistem informasi elektronik (web
service) yang terintegrasi dengan SINSW.

Pasal 4

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. Verifikasi administratif; dan

b. Verifikasi teknis.

Pasal 5

Terhadap permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor
Batubara yang diajukan oleh Eksportir, Surveyor melakukan
verifikasi administratif terhadap data dan informasi yang diperoleh
dari SINSW paling sedikit berupa:
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nomor permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor
dari SINSW;

dokumen asal Batubara berupa PKP2B, IUP, IUP tahap kegiatan
Operasi  Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian, atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi;
ET Batubara;

instruksi pengapalan (shipping instruction);

surat pernyataan yang menyatakan bahwa Eksportir
bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian
dokumen administratif dalam pelaksanaan Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Ekspor;

nomor pos tarif/ harmonized system;

uraian barang;

jumlah dan satuan;

waktu pengapalan;

pelabuhan muat;

negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;

NTPN dan volume NTPN;

. nama, jenis, ukuran, dan bendera kapal; dan

nama perusahaan asuransi nasional, nomor polis induk/ cover note,
dan nomor sertifikat asuransi untuk Batubara yang diwajibkan
menggunakan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

Atas permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

Surveyor meminta data dan informasi dari Eksportir Batubara

yang disampaikan secara elektronik paling sedikit berupa:

a. dokumen Ekspor berupa invoice dan/atau packing list, atau
dokumen sejenis lainnya yang menjelaskan jumlah dan
jenis Barang yang akan diekspor dan diverifikasi;

b. nilai kalori untuk Batubara dalam air dried basis dan as
received basis;

c. perjanjian kerja sama jual beli Batubara antara IUP Operasi
Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dengan IUP
Operasi Produksi, perusahaan berbadan hukum Indonesia
dalam PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi; dan

d. nama perusahaan angkutan laut nasional untuk Batubara
yang diwajibkan menggunakan kapal laut nasional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Surveyor melakukan verifikasi administratif terhadap data dan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Dalam hal hasil verifikasi administratif terhadap data dan
informasi dari Eksportir Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, Surveyor melakukan
penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Dalam hal hasil verifikasi administratif terhadap data dan
informasi dari Eksportir Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Surveyor melakukan verifikasi teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.



Pasal 8

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
meliputi:

a. verifikasi teknis kualitas; dan

b. verifikasi teknis kuantitas (jumlah).

(1)

(2)

(6)

(7)

(8)

Pasal 9

Dalam rangka verifikasi teknis kualitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a terhadap Batubara yang akan diekspor,

Surveyor wajib melakukan pengambilan sampel Batubara.

Dalam pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Surveyor dapat menggunakan metode sebagai berikut:

a. American Society for Testing and Material (ASTM);

b. International Organization for Standardization (ISO);

c. Standar Nasional Indonesia (SNI); atau

d. Guobiao Standards (GB Standard),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Ketentuan pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan:

a. di stockpile atau gudang penyimpanan;

b. selama pemuatan Batubara dari stockpile ke atas tongkang,
ke atas kapal (loading), atau ke dalam peti kemas (stuffing);
dan/atau

c. selama pemuatan Batubara dari tongkang ke atas kapal
(loading).

Dalam pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Surveyor memeriksa peralatan sampling yang akan

digunakan selama proses pemuatan untuk disesuaikan dengan
metode sampling.

Peralatan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri

atas:

a. pemuatan melalui belt conveyor yang dilengkapi dengan
mechanical sampling yang mengacu kepada metode standar
ASTM D7430, ISO 13909-2, dan/atau GB/T 19494.2;

b. pemuatan tidak melalui belt conveyor, sampling dengan cara
manual sampling menggunakan sekop sampel yang standar,
yang mengacu kepada metode standar ASTM D6883, ISO
18283, GB/T 475, dan/atau SNI 19-0428; atau

c. pemuatan melalui belt conveyor yang tidak dilengkapi
dengan mechanical sampling, sampling dilakukan dengan
cara manual sampling menggunakan sekop sampel yang
standar, yang mengacu kepada metode standar ASTM
D6883, ISO 18283, dan/atau GB/T 475.

Surveyor dapat meminta kepada Eksportir Batubara untuk

menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan

pengambilan sampel, antara lain dozer, loader, dan excavator.

Surveyor harus memastikan sampel tidak terkontaminasi dan

sampai di laboratorium pengujian dalam kondisi yang sesuai

baik kuantitas maupun kemasannya.

Pengambilan dan penanganan sampel dilakukan oleh pegawai

tetap atau tenaga kontrak dari Surveyor yang telah memiliki

sertifikat sebagai petugas pengambil sampel Batubara.
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Pasal 10
Terhadap sampel Batubara yang diambil di stockpile atau
gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) huruf a, dilakukan pengujian di laboratorium pengujian
milik Surveyor yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional.
Jenis pengujian kualitas sampel Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI) atau standar internasional sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pengujian sampel Batubara di laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai tetap atau
tenaga kontrak dari Surveyor yang telah memiliki sertifikat
sebagai petugas penguji sampel Batubara.
Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan dalam bentuk RoA.
RoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai
laporan analisa pendahuluan untuk penerbitan LS.
RoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling
lambat 1 (satu) hari kalender setelah selesai pemuatan.

Pasal 11
Sampel Batubara yang diambil selama pemuatan Batubara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan
huruf ¢ dilakukan pengujian di laboratorium pengujian milik
Surveyor yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional.
Jenis pengujian kualitas sampel Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI) atau standar internasional sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pengujian sampel Batubara di laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai tetap atau
tenaga kontrak dari Surveyor yang telah memiliki sertifikat
sebagai petugas penguji sampel Batubara.
Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan dalam bentuk CoA.
CoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hasil
verifikasi teknis kualitas secara final.
CoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah selesai pemuatan.

Pasal 12

Verifikasi teknis kuantitas (jumlah) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a. penimbangan Batubara selama pemuatan ke dalam peti
kemas yang dituangkan dalam CoW, untuk Batubara dalam
kemasan; dan

b. draught survey kapal/tongkang tujuan ekspor yang
hasilnya dituangkan ke dalam CoW, untuk Batubara curah.

Dalam pelaksanaan draught survey sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, Surveyor mengacu kepada standar

UN/ECE/Energy/1992 atau SNI 7986.
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(3) Alat ukur dalam pelaksanaan penimbangan atau draught

(4)

(2)

(3)

survey dikalibrasi secara periodik oleh laboratorium yang telah
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Draught survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan oleh pegawai tetap atau tenaga kontrak dari

Surveyor yang telah memiliki sertifikat sebagai verifikator
teknis.

Pasal 13
Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara oleh
Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dituangkan dalam bentuk LS yang digunakan sebagai dokumen
pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian
pemberitahuan pabean Ekspor kepada kantor pabean.
LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data
dan/atau informasi mengenai:
a. nomor dan tanggal terbit LS;
b. masa berlaku LS;
c. identitas Eksportir yang memuat elemen data dan/atau
informasi mengenai:
1) nama Eksportir;
2) alamat Eksportir; dan
3) NIB Eksportir;
d. nomor dan tanggal permohonan Verifikasi atau Penelusuran
Teknis Ekspor Batubara;
kantor penerbit LS; .
tempat dan tanggal Verifikasi atau Penelusuran Teknis
Ekspor Batubara;
nomor dan tanggal ET Batubara;
nomor dan tanggal daftar Barang (packing list);
nomor dan tanggal faktur (invoice);
nilai Ekspor/nilai free on board (FOB);
nama dan alamat importir;
nama pelabuhan muat Ekspor;
. tanggal muat;
negara dan nama pelabuhan tujuan Barang;
nama, jenis, dan kapasitas kapal;
nama perusahaan asuransi untuk Batubara;
nomor dan tanggal PKP2B, IUP, IUP tahap kegiatan Operasi
Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian, atau IUPK tahap kegiatan Operasi
Produksi;
nomor, tanggal, dan nilai pembayaran royalti (NTPN);
tanggal pemuatan di vessel/ stuffing;
pos tarif/ harmonized system;
uraian Barang;
jumlah dan satuan Barang;
. nama perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan
asal barang, dan provinsi asal Barang;
catatan verifikasi teknis kualitas Batubara berdasarkan
RoA; dan
y. kesimpulan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
Selain data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), LS dilengkapi dengan dokumen RoA dan hasil
penentuan jumlah Batubara yang akan diekspor.
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LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a. dicetak pada kertas yang aman dari pemalsuan (security
paper), ditandatangani, dan dibubuhi cap oleh petugas yang
spesimen tanda tangannya telah disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan; atau

b. diterbitkan melalui sistem informasi dengan
mencantumkan kode QR (quick response) apabila sistem
telah tersedia.

LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindai dan diunggah

oleh Surveyor di sistem aplikasi yang dimiliki oleh Surveyor.

Surveyor menyampaikan elemen data LS secara elektronik ke

Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua)

bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat

pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran

Teknis Ekspor Batubara dan menjadi tanggung jawab Surveyor.

LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling

lama 1 (satu) hari kalender setelah pemeriksaan muat Barang

selesai dilakukan.

LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30

(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal LS

diterbitkan.

Format LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

Dalam hal Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara
berupa verifikasi teknis kualitas dan verifikasi teknis kuantitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Surveyor melakukan
penolakan disertai dengan alasan penolakan.

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

Pasal 15
Dalam hal LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean,
Surveyor dapat melakukan perubahan LS.
Perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan permohonan Eksportir.
Permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Surveyor melalui
sistem yang dimiliki oleh Surveyor.
Permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik ke sistem
INATRADE.
Terhadap permohonan perubahan LS yang diajukan oleh
Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Surveyor
melakukan verifikasi administratif terhadap data dan informasi
yang mengalami perubahan.
Data dan/atau informasi yang dapat dilakukan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. nomor dan tanggal daftar Barang (packing list);
b. nomor dan tanggal faktur (invoice);



(7)

(8)

(10)
(11)

(12)

(13)

(6)
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nilai Ekspor/nilai free on board (FOB);

nama dan alamat importir;

nama pelabuhan muat Ekspor;

negara dan nama pelabuhan tujuan Barang;

nama perusahaan asuransi untuk Batubara;

nomor, tanggal, dan nilai pembayaran royalti (NTPN)

dan/atau

i. jumlah dan satuan Barang.

Apabila permohonan perubahan LS .sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dinyatakan lengkap sesuai persyaratan, Surveyor

menerbitkan LS perubahan dalam jangka waktu 1 (satu) hari
kalender terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara
lengkap sesuai dengan persyaratan.

Apabila permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap sesuai persyaratan,

Surveyor melakukan penolakan penerbitan LS perubahan

disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu 1 (satu)

hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat:

a. dicetak pada kertas yang aman dari pemalsuan (security
paper), ditandatangani dan dibububhi cap oleh petugas yang
spesimen tanda tangannya telah disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan; atau

b. diterbitkan melalui sistem informasi dengan
mencantumkan kode QR (quick response) apabila sistem
telah tersedia.

LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipindai dan diunggah

oleh Surveyor di sistem aplikasi yang dimiliki oleh Surveyor.

Surveyor menyampaikan elemen data LS perubahan secara

elektronik ke Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat

dalam 2 (dua) bahasa yaitu, Bahasa Indonesia dan Bahasa

Inggris.

LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus

memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau

Penelusuran Teknis Ekspor Batubara dan menjadi tanggung

jawab Surveyor.

SR T 0 Ao
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Pasal 16
Dalam hal LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean,
Surveyor dapat melakukan pembatalan LS.
Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan permohonan Eksportir.
Pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam hal Ekspor tidak jadi dilaksanakan.
Pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan terhadap LS yang masih berlaku.
Permohonan pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Surveyor melalui
sistem yang dimiliki oleh Surveyor.

Terhadap permohonan pembatalan LS yang diajukan oleh
Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surveyor



(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
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menyampaikan pembatalan LS secara elektronik ke sistem
INATRADE.

Sistem INATRADE meneruskan permohonan pembatalan LS ke
SINSW.

Pasal 17
Surveyor menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara setiap
bulan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima
belas) pada bulan berikutnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara elektronik melalui Sistem INATRADE.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data
dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 18
Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan SINSW,
Sistem INATRADE, dan/atau sistem informasi yang dimiliki
oleh Surveyor tidak berfungsi, permohonan Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Ekspor Batubara dapat dilakukan secara
manual atau secara elektronik oleh Eksportir kepada Surveyor.
Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan SINSW,
Sistem INATRADE, dan/atau sistem informasi yang dimiliki
oleh Surveyor tidak berfungsi, penerbitan, perubahan, atau
pembatalan LS disampaikan secara manual atau secara
elektronik oleh Surveyor kepada Eksportir dan Pusat Data dan
Sistem Informasi Kementerian Perdagangan.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berupa:
bencana alam;
bencana non alam;
perang;
huru hara; dan/atau
kondisi lain di luar kemampuan manusia dan tidak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

CANDOP

Pasal 19
Surveyor tidak dapat melimpahkan sebagian atau seluruh
pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pihak
lain.
Pemenuhan ketentuan untuk tidak dapat melimpahkan
sebagian atau seluruh pelaksanaan Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam Laporan Berita Acara Pemuatan Ekspor
Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.
Laporan Berita Acara Pemuatan Ekspor Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap LS.






